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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa
Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
Anggaran 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan dana desa dari
sisi akuntabilitasnya yang terjadi di Desa Pedamaran I. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori
akuntabilitas keuangan yang dikemukakan oleh Kohler yang ditulis dalam buku
dictionary for accounts dengan komponen integritas keuangan, pengungkapan dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-udangan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, integritas perangkat Desa Pedamaran | dalam penyaluran keuangan dana desa
terlihat terbuka melalui informasi yang diadakan saat musyawarah desa dan pada saat
ifu juga penggunaan dana desa pada tahun berjalan akan dipaparkan sesuai
penggunaan kebutuhan desa pada tahun berjalan. Dalam hal pengungkapan informasi
keuangan seperti laporan tahunan keuangan transparan kepada masyarakat. Alokasi
dana desa ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan
dari penelitian ini yaitu dana desa telah tersalurkan dengan baik. Namun dalam
pelaksanaannya tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta saran
yang dapat ditambahkan yaitu Kantor Desa Pedamaran I selaku instansi terkait
hendaknya memaparkan laporan keuangan ke dalam suatu media secara terperinci
agar dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam hal ini perangkat desa dalam
mempublikasikan atau memberi informasi tersebut juga dituntut akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring pesatnya pembangunan di setiap daerah, peran peraturan pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang keuangan desa adalah hak bagi setiap warga negara.
Hal ini ditujukan untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Dalam hal ini juga
pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah wajib mewujudkan
akuntabilitas keuangan sesuai peraturan dan perundang — undangan yang berlaku.

Sesuai PP No.60 Tahun 2014 mengenai keuangan desa, diharapkan segala
kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik.
Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata
pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga
permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial
budaya lainnya dapat diminimalisir. PP Nomor 60 Tahun 2014 beserta peraturan
pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam
mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di
dalamnya penggunaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2017
telah dialokasikan Dana Desa sebesar = Rp 70 triliun kepada seluruh desa yang
tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun

2017 sebanyak 82.030 desa. Selain Dana Desa, desa memiliki Pendapatan Asli Desa



dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi ~ Kabupaten/Kota; dan  Bantuan  Keuangan  dari  APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Desa Pedamaran I salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang
menerima dana desa. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan
dapat meningkatkan pemerataan pembangunan  kesejahteraan desa melalui
peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai
subjek dari pembangunan.

Peran besar yang diemban oleh desa, disertai dengan tanggungjawab yang
besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas
dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa
sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa
wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa. Laporan ini dihasilkan dari
suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan
penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan

penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang



direpresentasikan oleh Badan Permusyawaaratan Desa (BPD), sehingga program
kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan
masyarakt desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Namun demikian, peran tanggung jawab yang diterima oleh desa belum
diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi
kuantitas maupun kualitas untuk menggunakan dana desa tersebut. Kendala umum
lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana
dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh
pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya
bagi aparatur pemerintah desa. Sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan
pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi
pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai
dengan tingkatannya. Selain alokasi anggaran dana desa dari APBN sumber keuangan
atau pendapatan desa juga berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah

dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah



yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah.

Kemudian yang menjadi dasar pentingnya melakukan pengelolaan dana desa ini
karena sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mana setiap daerah di Indonesia
dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan Pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat. Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Dana
Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk
mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang
diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan
penyelenggaraan  kewenangan pemerintahanan yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang dikonsentrasikan
kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau Desa atau
sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat besaran jumlah alokasi dana desa yang
dianggarkan pemerintah pada setiap kabupaten di Sumatera Selatan dalam dua tahun

terakhir. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah dana desa yang diterima



Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa di kecamatan Pedamaran Kabupaten

Ogan Komering Ilir 2017-2018 (Rp)

Alokasi

No Nama Desa Dana Desa

Per Desa
1 Pedamaran VI 997.109.000
2 Pedamaran V 818.404.000
3 Pedamaran IV 925.908.000
4 Pedamaran 111 975.537.000
5 Pedamaran II 705.178.000
6 Pedamaran | 1.026.080.000
7 Cinta Jaya 850.030.000
8 Suka Damai 905.591.000
9 Seri Nanti 796.085.000
10 Suka Jaya 804.267.000
Jumlah 8.804,189.000

Sumber: Peraturan Bupati OKI no. 8 tahun 2016

Dana yang dianggarkan pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
Pengalokasian dana desa kepada setiap desanya mempertimbangkan kebutuhan
penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Adapun tujuan dari dana desa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam
pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan
kewenanganya.

b. Untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan di desa
terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi desa.



c. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta peningkatan swadaya gotong
royong dari masyarakat.

Dana desa yang diberikan kepada desa dihitung berdasarkan jumlah
penduduk yang berada di desa, luas wilayah serta tingkat pendapatan desa. Dana yang
digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan
pembangunan. Kemudian, dalam peraturan tersebut menyatakan penggunaan dana
desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan
desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip Good Governance atau
pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggung jawaban atau
akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik, salah satu
yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-
kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola
sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat
menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan
program.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan permasalahan ditemukan di
desa Pedamaran I yaitu terkait dengan akuntabilitas penggunaa dana desa terutama
pengungkapan informasi laporan keuangan yang belum transparan, pernah juga
terjadinya keterlambatan dalam menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

tentang dana desa. Dalam hal ini belum sesuai dengan perbup Kabupaten Ogan



Komering Ilir Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana desa
Pedamaran I mendapat dana desa sebesar Rp 1.026.080.000. Dalam peraturan
tersebut menyatakan bahwa batas waktu penyampaian LPJ tersebut seharusnya setiap
minggu ke empat bulan juli, namun pada kenyataannya penyampaian LPJ itu
melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada pertengahan bulan november,
sehingga berdampak pada keterlambatan untuk pencairan dana pada tahun
berikutnya.

Dalam pengelolaannya dana desa harus dipertanggungjawaban setiap tahapan
dan pada akhir tahun anggaran sesuai peraturan sistem keuangan negara. Adanya
pelaporan keuangan dana desa ini, maka publik dapat menilai setiap penggunaan
anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena semakin meningkat jumlah
dana desa yang diterima maka sudah seharusnya pertanggungjawaban yang
dikerjakan juga semakin tinggi atau baik.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan
daerah, dalam ketentuannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan
daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah
dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas keadilan,

kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.



Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang
dimiliki oleh suatu entitas merupakan arti dari laporan keuangan. Dalam suatu
pemerintahan laporan keuangan adalah media dalam pelaporan keuangan atau
pertanggungjaawaban atas kegiatan yag terselenggara di instansi tersebut. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah
“Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Desa, ada empat azas pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan,
yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Dari
keempat azas tersebut ada azas yang terlihat belum tercapai oleh perangkat desa di
desa Pedamaran I dalam transparansi dana desa yaitu mengenai informasi-informasi
dana desa dalam lingkup pengungkapan ke publik. Untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik maka pertanggungjawaban yang benar pun harus terlaksana serta
dibutuhkan pengelolaan yang dilakukan aparat pemerintah terkait, khususnya
perangkat desa pedamaran I sebagai orang-orang yang dan menyelenggarakan
pemerintahanan di desa tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil
judul penelitian “Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Pedamaran I

Kecamatan Pedamaran Tahun Anggaran 2017”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam
penelitian ini akan mengangkat masalah tentang : Bagaimana Akuntabilitas
Penggunaan Keuangan Dana Desa di desa Pedamaran I ?
1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas
Penggunaan Dana Desa di Desa Pedamaran I Tahun Anggaran 2017.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbang pikir bagi ilmu administrasi negara khususnya konsentrasi
keuangan Negara dalam hal konsep Akuntabilitas keuangan publik.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak yang terkait dalam membuat laoran
keuangan yang akuntabel, agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat

berjalan dengan efektif dan efisien
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